
 
  

RENCANA AKSI  
TAHUN 2023 

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 



 

Rencana Aksi Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 | 

 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang 

dalam prioritas pembangunan nasional ke 6, maka sesuai tugas dan fungsinya di 

bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat 

Penegakan Hukum Pidana melaksanakan kegiatan penegakan hukum di bidang 

lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memanfaatkan instrumen 

hukum pidana guna menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan 

masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.   

Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2023 dan anggaran 

yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut telah dituangkan dalam 

dokumen rencana kerja. Untuk memastikan bahwa kegiatan penegakan hukum 

pidana dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam periode satu 

tahun anggaran, perlu kiranya disusun Rencana Aksi. 

 

2. Tujuan 

Rencana Aksi (Renaksi) Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pegelolaan 

anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja kegiatan yang telah 

ditetapkan pada tahun 2023. 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup renaksi Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2023 ini adalah 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka: 

1) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan 

P21; 
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2) Penyelesaian kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin sebelum terbitnya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  

3) Peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

4) Pengelolaan kegiatan dan anggaran; 

5) Pengelolaan barang milik negara; 

6) Pengelolaan arsip dan tata naskah dinas. 

 

4. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412); 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851); 
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f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059); 

g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 

h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 

i. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 

j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 207 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6056); 

l. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30 

m. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); 

n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 
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o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174); 

p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 

q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat 

Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

928); 

r. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 80); 

s. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan tata Laksana Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 719); 

t. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023; 

u. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.1/PHLHK/SET.10/REN.0/2/2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.6/PHPLH/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; 

v. Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor 

SK.4/PHPLHK/TU/REN.0/2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur 
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Penegakan Hukum Pidana Nomor SK.15/PHP/TU/REN.0/11/2020 tentang Rencana 

Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020-2024; 

w. Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor: 

SK.17/PHP/TU/REN.0/12/2022 tentang Rencana Kerja Direktorat Penegakan 

Hukum Pidana Tahun 2023. 

 
 

5. Rencana Aksi 

Sesuai dengan perjanjian kinerja, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja 

Direktur Penegakan Hukum Pidana pada tahun 2023 adalah sebagaimana disampaikan 

pada tabel berikut. 
 

Tabel 1. Pembagian Target Kinerja Penegakan Hukum Pidana antara Pusat dan Balai 
Gakkum LHK 
 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target 

Pusat 
(Dit. PHP) 

Balai Gakkum 
LHK 

Penegakan 
Hukum Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Jumlah PPNS LHK 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

185 orang 135 Orang 25 Orang 

Jumlah kasus 
pidana LHK yang 
diselesaikan sampai 
dengan P21 

160 perkara 15 Perkara 145 Perkara 

Jumlah 
penanganan 
permasalahan 
penggunaan 
Kawasan hutan 
yang ditindaklanjuti 

60 perkara 60 Perkara - 

 
Tabel 2. Kerangka Pendanaan Kegiatan Penegakan Hukum Pidana pada Direktorat 
Penegakan Hukum Pidana Tahun 2023 
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Kegiatan Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp) 

Penegakan 
Hukum Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Jumlah PPNS LHK yang 
ditingkatkan kapasitasnya 

135 orang 2.887.880.000 

Jumlah kasus pidana LHK yang 
diselesaikan sampai dengan 
P21/berkas perkara dinyatakan 
lengkap 

15 perkara 9.048.702.000 
 

 

Jumlah penanganan 
permasalahan penggunaan 
Kawasan hutan yang 
ditindaklanjuti 

60 perkara 6.150.000.000 

 Total 18.086.582.000 

 
Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum pidana diperlukan dukungan layanan 

manajemen internal Direktorat Penegakan Hukum Pidana.  Layanan ini mencakup 

pengelolaan sarana prasarana pendukung kegiatan  
 
 

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen pada Direktorat 
Penegakan Hukum Pidana Tahun 2023 
 

Kegiatan Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp) 

Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Lain 
Teknis Lainnya 
Ditjen Gakkum 
LHK 

Layanan dukungan manajemen 
internal Direktorat Penegakan 
Hukum Pidana 

1 Layanan 1.161.379.000 
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Tabel 4. Rencana Aksi Direktorat Penegakan Penegakan Hukum Pidana Tahun 2023 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA PRIORITAS PENANGGUNG JAWAB AKSI TARGET 

TOTAL TW  

I 

TW  

II 

TW 

III 

TW 

IV 

Terwujudnya 

reformasi tata 

kelola 

kepemerintahan 

yang baik 

Tidak ada kesalahan 

administrasi 

pertanggungjawaban 

keuangan 

BMN yang terkelola 

Tinggi 1. Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) 

2. Bendahara 

    Pengeluaran 

3. Verifikator keuangan 

Memastikan administrasi 

pertanggungjawaban 

keuangan sesuai dengan 

peraturan 

1 

kegiatan 

√ √ √ √ 

1. Kasubbag Tata Usaha 

2. Pengelola BMN 

Melakukan pemeriksaan 

kondisi BMN dan 

memperbarui statusnya 

(reklasifikasi) pada aplikasi 

pengelolaan BMN 

1 

kegiatan 

√ √ √ √ 

Melakukan penghapusan 

BMN yang tidak layak pakai 

1 

kegiatan 

 √   

Arsip persuratan dan 

naskah dinas disimpan 

dan ditata dengan baik 

Tinggi 1. Kasubbag Tata Usaha 

2. Pejabat Fungsional 

    Arsiparis 

Melakukan pemilahan arsip 

aktif dan non aktif 

1 

kegiatan 

√ √   

Melakukan pemindahan arsip 

non aktif ke tempat 

penyimpanan arsip KLHK  

1 

kegiatan 

  √  

Meingkatnya 

efektivitas 

penanganan dan 

Kasus tindak pidana 

lingkungan hidup dan 

kehutanan yang 

Tinggi 1. Kasubdit Tindak 

Pidana Lingkungan 

Hidup 

Menyelesaikan kasus tindak 

pidana lingkungan hidup dan 

kehutanan melalui rangkaian 

15 

perkara 

2 6 4 3 
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penyelesaian 

perkara tindak 

pidana lingkungan 

hidup dan 

kehutanan 

 

diselesaikan sampai 

dengan P21  

2. Kasubdit Tindak 

Pidana Kehutanan 

 

tindakan mulai dari 

pengumpulan bahan dan 

keterangan, penyidikan, 

penanganan barang bukti, 

sampai dengan penyerahan 

berkas perkara, tersangka 

perseorangan dan barang 

bukti ke kejaksaan, serta 

memfasilitasi jaksa dalam 

proses persidangan 

Tinggi 1. Direktur 

2. Tim Penyelenggara 

Layanan SKEP/KTA 

PPNS 

Melakukan pengurusan SKEP/ 

KTA PPNS untuk menjamin 

keabsahan kewenangan 

PPNS untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana di 

bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan 

1 

Layanan 

√ √ √ √ 

Tinggi 1. Direktur 

2. Tim Penilai Wana 

Lestari Kategori PPNS 

LHK Teladan 

Memperbaiki pedoman 

penilaian, sosialisasi 

pedoman, melakukan 

penilaian calon penerima 

penghargaan Apresiasi Wana 

Lestari Kategori PPNS 

Teladan, dan melakukan 

koordinasi dengan para pihak 

terkait penyelenggaraan 

1 

Kegiatan 

√ √ √  
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1 

Kasus penggunaan 

kawasan hutan tanpa 

izin yang diselesaikan 

sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2021 

 

Tinggi 

 

Kasubdit Tindak Pidana 

Kehutanan  

Menyelesaikan kasus tindak 

pidana lingkungan hidup dan 

kehutanan melalui rangkaian 

tindakan mulai dari 

pengumpulan bahan dan 

keterangan dan membuat 

usulan besaran denda 

administrasi 

60 

perkara 

10 15 25 10 

PPNS LHK yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

Tinggi 1. Direktur 

2. Tim Penyelenggara 

Layanan SKEP/KTA 

PPNS 

Melaksanakan peningkatan 

kapasitas PPNS LHK 

135 

orang 

- - 125 - 

Tinggi 1. Direktur 

2. Tim Penyelenggara 

Layanan SKEP/KTA 

PPNS 

Membentuk PPNS bidang 

LHK melalui diklat 

pembentukan PPNS bekerja 

sama dengan Pusdiklat Polri 

30 orang - 30 - - 

                  

           Jakarta,      Desember 2022 

Direktur, 

 

 

Yazid Nurhuda, S.H., M.A 

NIP. 1968120919931001
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Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 


